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BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI PENUKALABAB LEMATANG ILIR 

NOMOR ~~ TAHUN 2022 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2023 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PENUKALABAB LEMATANG ILIR, 

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pasal 263 
ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan 
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka 
ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta 
rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 
(satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala 
Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Penukal Ahab Lematang Ilir Tahun 2023. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang 
Pembentukan Kabupaten Penuk:al Abab Lematang Ilir di 
Provinsi Surnatera Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 22 Tarnbahan Lembaga 
Negara Republik Indonesia Nornor 5400); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia 
Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa k:ali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
6757); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Daerah Nomor 4, Tambahan Lembaran Negera 
Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 6323); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 
Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1312); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Nomor 1114); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2023 {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 590); 

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13); 

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran 
Daerah Kabupaten Penukal Ahab Lematang Ilir Tahun 
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal 
Ahab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Ahab Lematang Ilir 
Nomor 1); 

14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kahupaten 
Penukal Ahab Lematang Ilir Tahun 2005-2025 (Lemharan 
Daerah Kabupaten Penukal Ahab Lematang ilir Tahun 
2017 Nomor 7); 

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Penukal Ahab Lematang Ilir Tahun 2021-2026 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Penukal Ahab Lematang Ilir Nomor 3). 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KER..JA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB 
LEMATANG ILIR TAHUN 2023 

BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Ahab Lematang 
Ilir. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 
Penukal Ahab Lematang Ilir. 

3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab 
Lematang Ilir. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) 
tahun. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. 

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah yang 
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada 
pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 
selaku pengguna anggaran/ pengguna barang. 

9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah 
dokumen kebijakan bidang pendapatan, belanja dan 
pembiayaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan 
program prioritas dan batas maksimal anggaran yang 
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap 
program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 
perangkat daerah. 

-
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11. Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas 
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan 
DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun. 

BAB II 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 

Pasal2 

(1) RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD 
Kabupaten Tahun 2021-2026 yang menjadi pedoman 
bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan 
dan melaksanakan pembangunan 1 (satu) tahun. 

(2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), memuat: 
a. gambaran umum kondisi daerah; 
b. kerangka ekonomi dan keuangan daerah; 
c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah; 
d. rencana kerja dan pendanaan daerah; dan 
e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten. 

(3) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud ayat (1) 
menjadi pedoman bagi : 
a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renja-PD Tahun 

2023. 
b. Pemerintah Kabupaten dalam menyusun KUA, PPAS 

dan RAPBD Kabupaten Tahun 2023. 

BAB III 

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 3 

(1) Sistematika Penyusunan RKPD Kabupaten Tahun 2023 
disusun sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 

KEUANGAN DAERAH 
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 

DAERAH 



BABV 

BAB VI 

BAB VII 
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RENCANA KERJA DAN PENDANMN 
DAERAH 
KINERJA PENYELENGGARMN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
PENUTUP 

(2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABIV 

EVALUASI PELAKSANMN RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DAERAH 

Pasal 4 

( 1) Evaluasi pelaksanaan RKPD mencakup pelaksanaan 
RKPD dan Renja-PD. 

(2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten melaksanakan evaluasi terhadap hasil 
RKPD. 

(3) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, 
kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten melakukan tindakan perbaikan/ 
penyempurnaan. 

(4) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi 
penyusunan RKPD tahun berikutnya. 

(5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD 
kepada Bupati. 

(6) Bupati menyampaikan hasil evauasi RKPD kepada 
Gubemur melalui kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

BABV 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasa!S 

(1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan 
perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. 

(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti; 
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a. Ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi 
daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan 
sasaran pembangunan, rencana program dan 
kegiatan prioritas daerah; 

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih 
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk 
tahun berjalan; dan/ atau 

c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa 
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Ketentuan mengenai perubahan RKPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati 1m mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan peraturan Bupati m1 dengan 
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal 
Abab Lematang Ilir. 

Ditetapkan di Talang Ubi 

pada tanggal It\ .9u1..-, 2022 k BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,~ 

~ 
~~ HERi AMALINDO 

Diundangkan di Talang Ubi 

pada tanggal lt-1 .?ttL-1 2022 

SEKRETARIS DAERAH 

~ \ KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,/}, 

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2022 

NOMOR 3~ 


